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Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
(Q.S. Al-Ma’idah:2)
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ABSTRAK

Abd Rasyid Z, 2019 : Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Ditanami Perspektif
Figih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan).

Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat. Situasi kemiskinan, modal usaha, kebutuhan produktif,
sering kali membuat sebagian masyarakat harus menggadaikan sawahnya kepada
pemilik modal. Gadai sawah ini sudah menjadi solusi terbaik menurut masyarakat
di Desa Bungbaruh ini. Namun, sistem gadai sawah yang ada di Desa Bungbaruh
yaitu dengan datangnya rahin bermaksud untuk meminjam uang kepada murtahin
yang nantinya akan memberikan pinjaman uang dengan jaminan rahn.
Pembiayaannya atas jaminan tersebut ditanggung murtahin, jika rahin sudah
mempunyai uang untuk menebusnya rahin tersebut mendatangi murtahin, jika
jaminan tersebut ada tanamannya, maka rahin hanya mengganti modal tanaman
itu, adapula yang tidak menggadanti modal tanaman itu, keuntungan menjadi
milik rahin sepenuhnya.

Adapun fokus masalah ini adalah 1) Bagaimana praktik gadai tanah di
Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana
praktik penarikan gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan. 3) Bagaimana hukum penarikan tanah gadai yang masih ditanami
perspektif Figih Muamalah. Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapali
adalah Untuk mengetahui praktik gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan
Kadur, Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui praktik penarikan gadai
tanah yang masih di tanami dan mendeskripsikan hukum penarikan tanah gadai
yang masih ditanami dalam perspektif Figih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatab kualitatif dan sifat penelitian
kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan
suatu masalah dengan mengkaji data yanga ada di Desa Bungbaruh, Kecamatan
Kadur, Kabupaten pamekasan kemudian dianalisis berdasarkan Figih Muamalah.
Dengan jenis penelitian lapangan (Fiel Research) yang dilakukan di Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten pamekasan dengan metode
pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan
data menggunakan trianggulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penarikan tanah
gadai yang masih ditanami masih belum sesuai dengan Hukum Islam dan Figih
Muamalah yang mengaturnya tentang penarikan tanah gadai yang masih ditanami.
Dimana di Desa Bungbaruh tidak adanya lembaga pegadaian yang resmi,
sehingga menyebabkan praktik gadai tanah yang mana praktiknya jaminan gadai
dikelola oleh murtahin dan untuk pembiayaannya ditanggung murtahin. Ketika si
rahin ingin menebusnya, dan posisi jaminan masih terdapat tanamannya rahin
hanya mengembalikan modal tanaman tersebut, sedangkan keuntungan tanaman
tersebut menjadi milik si rahin, dan ini bertentengan dengan jumhur ulama’.
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TANAMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA
BUNGBARUH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)” ini
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana kehidupan manusia jika tidak
berada dalam masyarakat (sosial). Sebab semua individu tidak dapat hidup
dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain
untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerja
sama tertentu dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah
keniscayaan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial.*

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang
mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak
maupun muamalah. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada
umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran islam secara kaffah (total),
menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang
berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan
dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota
masyarakat lainnya.?

Manusia adalah mahkluk sosial, yaitu mahkluk yang berkodrat hidup
dalam masyarakat, sebagai mahkluk sosial manusia memerlukan adanya
manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup bersama masyarakat, di
dalam bermasyarakat kita saling membutuhkan satu sama lain, disadari atau

tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, di tempat manapun

! Dadang, Pengantar llmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), 2.
2 Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), him. 21



setiap orang akan melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain
dan itu disebut Muamalah®

Dalam melakukan akad maka haruslah secara baik dan benar yang
sesuai dengan hukum-hukum islam, dimana hal tersebut dilakukan dengan
tujuan agar mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan
kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran, keadilan
dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.*

Dalam Islam, hal muamalah dianjurkan kepada umatnya supaya hidup
saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya,
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah Ayat

2:

e B all Oy Al 15805 0151l YT I 550 g s B e il

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertagwalah kamu
kepada Allah , sesungguhnya Allah sangat Berat siksa-
nya. (al-Maidah : 2).°

Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan

agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup pada
salah satu pihak disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan yang

berkenaan dengan adanya pola fikir dan pola hidup masyarakat. Salah satu

¥ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, ( Yogjakarta : UlI Press, 2000), him. 11

* Amrullah Ahmad, Demensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional, ( Jakarta : Gema Insani
Press, 1996), him. 104

*Al-Qur’an, Surah ke 5, Ayat 2.



bentuk muamalah yang disyari’atkan oleh Allah Swt adalah gadai,

berdasarkan Firman Allah :

e Sslass g 8 A D0 @IS 2 ia1gnais 4l Es au

Artinya : jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamlah tidak tunai)
sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan® yang di pegang ()oleh
yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah dia bertagwa kepada Tuhan-nya, dan jangan lah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiaannya. Dan
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya
ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Swt maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila dalam perjalanan seseorang
melakukan muamalah dengan secara tidak tunai dan tidak memperoleh penulis
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau dijadikan
jaminan, dan dan hendaklah para saksi menyebutkan kesaksiannya apabila
terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Gadai adalah perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan
sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.’
Dalam perjanjian semacam ini maka pelaksanaan gadai harus dilakukan oleh

kedua belah pihak tanpa adanya unsur untuk mencari keuntungan dan tidak

ada paksaan dari salah satu pihak.

® Barang Tanggungan (boleh) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai.
" Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta
: Pustaka Firdaus, 2004), him 78.



Pada saat penggadai melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur
keterpaksaan karena mau atau tidak mau dia harus rela barang yang di
gadaikan (Marhun) pemanfaatannya dan hasilnya di miliki oleh penerima
gadai (Murtahin) serta batas-batas waktu tidak ditentukan. Sedangkan dalam
bermuamalah sendiri islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela
tanpa mengandung unsur paksaan dan yang paling penting adalah memelihara
nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan
serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Maka dari itu sangat di harapkan dengan adanya lembaga pegadaian
yang resmi, agar masyarakat di Desa Bungbaruh bisa melakukan Gadai yang
mana semestinya, lembaga pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan
bagi kemanfaatan masyarakat umum oleh karena itu lembaga pegadaian
sangat di butuhkan di Desa Bungbaruh bertujuan untuk mencegah praktik
pedagaian gelap, dan membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman
dengan syarat mudah.

Dalam pelaksanaannya. Pemegang gadai berhak mengusai benda yang
digadaikan kepadanya selama hutang masih belum lunas, tetapi penerima
gadai tidak berhak mengambil keuntungan benda itu. Kecuali ada akad yang
sudah di setujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya penerima gadai berhak
menjual barang gadai itu, jika yang berhutang tidak bisa membayar
hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang

harus dibayar, maka selebihnya itu harus dikembalikan kepada penggadai.®

® Muhammad sholih hadi, Penggadaian Syariah, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), him. 23



Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka pemberi
piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan
barang gadai harus dilakukan di depan umum, sebelum penjualan dilakukan
biasanya hal itu harus di kasih tau terlebih dahulu kepada penggadai. Tentang
pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada lainya.’

Hal ini di buktikan ketika masyarakat Bungbaruh membutuhkan uang
dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktek gadai tanah sawah. Hal
itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang mendesak dan memerlukan
dana secepatnya. Sedangkan gadai tersebut dilakukan dengan cara sederhana.
Masyarakat Desa Bungbaruh biasanya menggadaikan sawahnya kepada
kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman
tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang
jaminan adalah lahan atau sawah yang dia punyai.

Pada saat transaksi gadai itu dilaksankan kedua belah pihak tidak
menghadirkan saksi karena antara penggadai (Rahin) dan penerima gadai
(Murtahin) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian Rahin dan Murtahin
yang mendaftarkan kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu nanti
ada masalah atau ada pihak yang ingkar janji.

Dalam pelaksanaan gadai di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan tanah sawah yang dijadikan jaminan hutang dikuasai

olen Murtahin beserta hasilnya, dan yang terjadi di Desa Bungbaruh

° M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Figih Muamalah), (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 245



Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pengambilan barang gadai belum
sempat menerima manisnya hasil panen dari tanah gadai tersebut.

Rahin mengatakan saya akan menebus tanah ini kalau saya sudah
mempunyai uang sesuai dengan hutang yang saya pinjam, akan tetapi pihak
penggadai bisa saja tiba-tiba menebus tanahnya meskipun tanah itu masih di
tanami, di karenakan pihak penggadai sudah mampu untuk menebus tanahnya
kembali.

Jika suatu saat pihak penggadai mau menebus tanahnya maka pihak
penerima gadai harus memberikan tanah tersebut kepada Rahin meskipun
tanahnya masih di tanami karena tanah itu bukan milik Murtahin, hanya saja
Murtahin mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut dan juga
pembiayaan pada barang jaminan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak
murtahin, kejadian seperti ini Murtahin merasa di rugikan karena sudah
mengeluarkan biaya saat menanami tanah tersebut.

Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-
tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai
hutang yang dipinjamkan, disaat transaksi gadai dilaksanakan antara
penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling
percaya. Dan tanah sawah yang menjadi jaminan sudah mau ditebus
sedangkan sawah tersebut masih ditanami jagung dan belum siap panen
dikarenakan jagung masih muda, lantas bagaimana status hukum dari

penebusan Tanah sawah yang masih ditanami dan belum panen?



Oleh karena itu, untuk mengetahui praktik pelaksanaannya dan secara
jelas tentang aplikasinya, maka diperlukan penelitian yang dimaksud untuk
mengetahui korelasi penarikan tanah gadai yang masih ditanami dalam Figih
Muamalah agar dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan gadai
yang berada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu
dikaji secara terperinci dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam
masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan,
maka perlu untuk dibahas agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas
status hukumnya.

Berkaitan hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang “PENARIKAN TANAH GADAI YANG
MASIH DI TANAMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI
KASUS DI DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN)”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti agar
menjadi lebih jelas dan juga mencapai yang diinginkan. Maka perlu disusun
fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas,
spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.'°

Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain :

1% Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember:
IAIN Jember Press, 2018), him. 37.



1. Bagaimana praktek gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana praktek penarikan gadai tanah yang masih di tanami di Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

3. Bagaimana Hukum penarikan gadai tanah yang masih di tanami dalam
Perspektif Figh Muamalah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek gadai tanah di Desa Bungbaruh, Kecamatan
Kadur, Kabupaten Pamekasan?

2. Untuk mengetahui praktek penarikan gadai tanah yang masih ditanami di
Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

3. Untuk menganalisis tinjauan Figh Muamalah terkait penarikan tanah
gadai yang masih di tanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan?

D. Manfaat Penelitian
Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil penelitian
adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk
meningkatkan apa yang telah ada."* Peneliti ini diharapkan dapat memberi
manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

1 Syharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian(Jakarta:Rineka Cipta,2000)., 46



a. Peneliti ini di harapkan dapat memberi kontribusi pengembangan
pengetahuan dan wawasan penarikan tanah gadai yang masih ditanami
di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam
perspektif Figih Muamalah

b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis
berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan refrensi penelitian yang
lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang
memenuhi syarat sebagai laporan serta sebagai sarana untuk
menambah wawasan masyarakat khususnya di Desa Bungbaruh
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Almamater IAIN Jember dan para mahasiswa Muamalah
khususnya diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian
berikutnya.

c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi
masyarakat tentang salah satu masalah dalam Figih Muamalah yang
ada di Indonesia mengenai penarikan tanah gadai yang masih ditanami.

d. Bagi pembaca di harapkan mampu memberikan deskripsi informasi
mengenai penarikan tanah gadai yang masih ditanami .

E. Definisi Istilah
Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting

yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal
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ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman makna istilah yang

dimaksud oleh peneliti karya tersebut.*? Berdasarkan tujuan dan rumusan

masalah di atas, maka definisi yang bisa difahami dari konsep atau judul yang

peneliti ajukan antara lain:

1. Penarikan
Penarikan adalah transaksi yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih
yang satu sebagai penjual yang satunya lagi sebagai pembeli yang mana
pada akhirnya pembeli mendapatkan barang milik dari sebagian atau
seluruhnya dari penjual.

2. Tanah

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan pengertian

mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas
sekali, pengertian tanah di atur dalam pasal pasal 4 UUPA dinyatakan
sebagai berikut. “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang
dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam atas permukaan
bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang bai, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
serta badan-badan tanah*®

3. Gadai/ Rahn

12 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.
'3 Supriadi, Hukum Agraria ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008 ), 3.
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Menurut bahasa Gadai ( al-rahn ) berarti al-tsubut dan al-habs
yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn
adalah terkurung atau terjerat.*

Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan rahn ialah: “ Akad
yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin
diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

4. Akad
Secara etimologi (Bahasa), ‘agad mempunyai beberapa arti, antara
lain:
a. Mengikat (‘ar-rabthu ), yaitu:

PR

o P & <8 P P 3 L ofe. o5 T LoZ
sy aahsS sl Slaly B 2 VL U AT Ak s Bk R

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya
dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya
menjadi sebagai sepotong benda”

b. Sambungan (agdatun), yaitu:

ity ikt o ol

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

c. Janji ( Al-‘Ahdu ) sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran:

G C£ Al op (B edny O3 5

“Ya siapa yang menepati janjinya dan takut kepada Allah,
sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.'

* Hendi suhendi, Figh Muamalah ( jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 ), 105.
!> Sohari sahrani, Fikih Muamalah, ( Bogor: Ghalia indonesia, 2011 ),42.
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5. Perspektif
Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan
yang mendatar sebagaim ana yang terlihat oleh mata atau pandangan dari
sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain
dalam suatu sistem atau jaringan.™®
6. Figih Muamalah
Figih Muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis
( amaliah ) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur
keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi,
diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama
dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan
perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan,
dan pesanan.*’
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur
pembahasan skripsi dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Proposal
skripsi ini membahas pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana
tersusun sebagai berikut:
Bab | berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran
singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab

selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan

16 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
" Mardani, Figh Ekonomi Syariah. Figh Muamalah, ( Jakarta: kencana, 2016 ),71.
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masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika
pembahasan.

Bab Il mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori
yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini
tentang “Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Perspektif Figh
Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten
Pamekasan)”. Dalam kajian teori, akan dibahas secara sistematis dan
komprehensif mengenai teori akad dan gadai.

Bab 111 berisi mengenai metode penelitian, yang mana membahas
mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian,
teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap
penelitian.

Bab 1V menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian
dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data
yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka
menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab V akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran,
kesimpulan ini berisi tentang hasil jawaban dari fokus penelitian sedangkan

saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan.
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KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian
membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum
dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat
sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan
penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Oleh, Hendra Nirwansyah, (2017), Menulis Tentang
Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan
pitumpanua Kabupaten Wajo. Fakultas Syariah, Program Studi
Muamalah, UIN Alauddin Makasar. Rumusan Masalah, a. Bagaimana
Pengelolaan Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di kecamatan
pitumpanua? b. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait pengeloaan gadai
sawah di kecamatan pitumpanua?. Penelitian ini menggunakan metode
normatif, cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan
menseleksi bahan-bahan yang bersangkutan dengan cara menggunakan
library research.'®
Tentunya Penelitian Terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, Yaitu

sama-sama meneliti tentang Gadai Tanah Sawah, perbedaannya jika

¥ Hendra Nirwansyah, Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan
pitumpanua Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 2017 .

14
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peneliti terdahulu mengkaji dari segi batas waktu gadai sawah, maka
peneliti selanjutnya membahas tentang penebusan tanah yang masih
ditanami dan belum siap panen

2. Skripsi yang di tulis oleh, Evi Lutviani, (2012), menulis tentang, Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah yang di
Kurs Dengan Repes di Desa Bangsah KecamatanSreseh Kabupaten
Sampang, Fakultas Syari’ah, Program Studi Muamalah. UIN Sunan
Ampel. Rumusan masalah, a. Bagaimana pelaksanaan praktik tebusan
gadai tanah sawah yang dikurs dengan repes ?. b. bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap praktik terhadap gadai tanah sawah yang dikurs
dengan repes ?. dalam metode ini menggunkan metode diskriptif, cara
pengumpulan datanya dengan cara menggunakan menseleksi bahan-bahan
yang bersangkutan dengan cara menggunakan library research.*
Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu
sama-sama meneliti tentang gadai sawah, sedangkan perbedaannya adalah
peneliti terdahulu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Gadai
Tanah Sawah yang di Kurs Dengan Repes di Desa Bangsah
KecamatanSreseh Kabupaten Sampang, dan peneliti selanjutnya
membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah
Gadai Yang Ditamani yang berada di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,

Kabupaten Pamekasan.

Y Evi Lutviani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Tebusan Gadai Tanah Sawah Yang
Dikurs Dengan Repes Di Desa Bangsah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Sampang,
2012.
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3. Ahmad Faisal. 2017. Dengan judul tentang Pandangan ekonomi Islam
Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Tulungeng Kacamatan Barebbo
Kabupaten Bone. Penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan
gadai sawah yang pada umumnya pegadai mendatangi penerima gadai
untuk meminjam uang dan menjaminkan sawahnya, dengan jangka waktu
3 tahun jika sudah mencapai tempo maka rahin harus membayar utang
yang dia pinjam. Untuk pemanfaatan sawahnya dikuasai sepeluhnya oleh
penerima gadai (murtahin). Penelitian ini menggunakan metodenormatif,
cara pengumpulan datanya dengan cara menggunakan bahan-bahan yang
bersangkutan dengan cara menggunakan library research.®
Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu
sama-sama meneliti tentang gadai sawah, sedangkan perbedaannya adalah
peneliti terdahulu meneliti tentang Pandangan ekonomi Islam Terhadap
Praktek Gadai Sawah di Desa Tulungeng Kacamata Barebbo Kabupaten
Bone, dan peneliti selanjutnya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penarikan Tanah Gadai Yang Ditamani.

B. Kajian Teori

Pengertian Figh Muamalah
Figh Muamalah Secara etimologi didefinisikan sebagai hukum-hukum

yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan

keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama

20 Ahmad Faisal. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Tulungeng
Kacamata Barebbo Kabupaten Bone. (Makasar : UIN Alaudin, 2017).
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dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa
menyewa.”*

1. Tinjauan Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,
seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti
jual beli , sewa, wakalah, dan gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan
akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.?®

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab ( pernyataan
penawaran/ pemindahan kepemilikan ) dan kabul ( pernyataan penerimaan
kepemilikan ) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada
sesuatu.”®
b. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa
digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal
ini, ljab dan Qabul merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab
hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni sighat (ijab
gabul). Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari Sighat. Dalam

artian, Sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi

2! Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), vii
22 Mardani, Figh Ekonomi Syariah. Figh Muamalah, ( Jakarta: kencana, 2016 ),72.
2% Ascarya,Akad dan produk bank syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007 ), 35.
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(‘akid ), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan ( ma’qud ‘alaih ).

Dengan demikian, menurut Hanafiyah sighat sudah bisa mewakili 2 rukun

lainnya.

Berbeda dengan pendapat mayoritas ( jumhur ) ulama. Rukun akad

dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas ‘akid ( pihak yang berakad ),

ma’qud ‘alaih ( objek akad ), dan sighat. Dalam jual beli misalnya, yang

dinamakan ‘akid adalah penjual dan pembeli, ma qud ‘alaih adalah harga dan

barang, sighat adalah ijab gabu
C.

1.

|.24

Syarat-Syarat Akad

Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang
berada dibawah pengampuan (mahjur) kerena boros atau yang lainnya.
Objek akad dapat menerima hukumnya.

Akad itu diizinkan oleh syara’dilakukan oleh orang yang mempunyai hak
melakukannya walaupun dia bukan agaid yang memiliki barang.
Bukan akad yang dilarang oleh syara’ seperti jual beli mulasamah.
Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah apabila rahn
dianggap sebagai imbangan amanah.

ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi gabul, maka bila
orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum gabul, maka batal

ijabnya.

? Dimyauddin Djuwaini, pengantar figh muamalah, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),50.
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7. ljab dan gabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab

sudah berpisah sebelum adanya gabul maka ijab tersebut menjadi batal.”®

d. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan
macam-macam akad.

1. Agad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad
ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula
ditentukan waktu pelaksaan setelah adanya akad.

2. Agad Mu’alag ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan
barang-barang yang di lakukan setelah adanya pembayaran.

3. Agad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat
mengenai  penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang
pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini
sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum
sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.?®

1. Tinjaun Tentang Rahn

a. Pengertian Rahn

Menurut  bahasa, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga al-

habsu, artinya: penahanan. Ar-rahn juga berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu

Sohari sahrani, Hj. Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, ( Bogor: Ghalia indonesia, 2011 ),47.
?® Hendi suhendi, Figh Muamalah ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 ),50.
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penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah
terkurung atau terjerat.?’

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah: menjadikan
suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang,
dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau
sebagian hutang dapat diterima.?

Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi
umat islam. Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama
figh.

Ulama malikiyah mendifinisikannya dengan:*

NIRRT S adep Jas ron

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang
bersifat memikat”.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan ( agunan ) bukan saja
harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu.
Harta yang dijadikan barang jaminan ( agunan ) tidak harus diserahkan secara
aktual. Tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan
sawah sebagai jaminan ( agunan ), maka yang diserahkan itu adalah surat
jaminannya ( sertifikat sawah ).

Ulama Hanafiyah mendifinisikannya dengan:

2T sayyid Sabig, Fikih Sunnah, alih bahasa, ( Bandung: PT. Al-maarif, 1996 ),139.

28 Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT. Am-
maarif,1983),50.

2% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 251.
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‘Menjadikan sesuatu ( Barang ) sebagai jaminan terhadap hak

(piutang ) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak ( piutang )
itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendifinisikan ar-rahn dengan:

2
L Tt SR NP T ZdGon_ oo P
mbjj.xum\.@_.»g)md.bwju&dv-

“Menjadikan materi ( Barang ) sebagai jaminan utang, yang dapat di
jadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa
membayar utangnya”’.

Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung
pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu
hanyalah harta yang bersifat materi: tidak termasuk manfaat sebagaimana
yang dikemukakan ulama malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu,
menurut mereka (syafi’iyah dan hanabilah), termasuk dalam pengertian
harta.

Adapun pengertian rahn menurut Frianto, gadai adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
padanya oleh seseorang atau oleh lain atas namanya, dan yang memberikan

kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari

barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya,

% Ibid., 251-252.
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dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang
telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.*
Menurut Syafi’i Antonio, gadai adalah menahan salah satu harta milik
si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang
tersebut memiliki nilai ekonomis.*
Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah mendifinsikan rahn secara etimologi

sebagai berikut:
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“Rahn secara bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan ma’un
rahinun, artinya air yang mengenang, na 'matun rahinun artinya yang abadi.
Dikatakan juga bahwa rahn berarti penahanan, berdasarkan firman Allah
adalah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya,
maksudnya tertahan. Rahan lebih condong dengan arti yang pertama, karena
tertahan berarti tetap tidak berpindah sedikitpun.

Al-Qurtubi mendifinisikan Rahn sebagai berikut:
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“Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang
sebagainjaminan dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang
melunasi utang tersebut”

Sementara Ibnu Qudamah mendifinisikan Rahn sebagai berikut:

*! Frianto Pandia, Lembaga Keuangan, (Jakarta: Renika Cipta, 2005), 72.
%2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press),
117.
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“Barang yang dijadikan jaminan untuk utang, agar pemberi utang
dapat menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu
membayar uatngnya”

Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)
mendifinisikan, “Rahn/gadai adalah penguasaanbarang milik peminjam oleh
pemberi pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat di pahami bahwa rahn atau
gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang
memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual
barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar
hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan
tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada
pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang pihak pengutang harus
menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.

Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa rahn adalah
menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut,
atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

b. Dasar Hukum Rahn
1. Al-Qur’an
Sebagai Refrensi atau landasan Hukum pinjam-meminjam dengan

jaminan adalah firman Allah SWT, berikut:
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Dalam surah Al-Bagarah ayat 283, Allah SWT, Berfirman:

o
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“Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai )
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang di pegang ( oleh yang berpiutang ). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dlperccgyal itu menunaikan amanatnya (utangnya ).”
(QS. Al-Bagarah: 283)°
Surat Al-Bagarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk
memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan
yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki, apa bila tidak ada dua orang
saksi laki-laki maka bisa dengan satu orang sanksi laki-laki dan dua orang

saksi perempuan®. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Al-Bagarah: 282

yakni sebagai berikut :
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3A1-Qur ‘an, Surah ke 2, Ayat 282.
% Ibid., 48.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menulisnya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah
akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka
boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika kamu lupa maka seseorang yang
mengingatnya. Janganlah saksi-saksi yang enggan memberi
keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan
lebih memperkuatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak
menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali
muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara
kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu melakukan
yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allat Swt, Allah
Mengajarkanmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-
Bagarah : 282).%

2. Al-Hadist
Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan ibnu majah dari anas

r.a. ia berkata:

% Al-Qur’an, Surah ke 2, Ayat 282.
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“Rasulullah SAW, meruguhkan baju besi kepada seorang yahudi di

madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi”. 3

Menurut Moh. Isa Mansur, tiap-tiap barang yang dapat dijual dapat
pula digadaikan untuk keperluan utang piutang yang sudah ditetapkan
menjadi tanggungan si penggadai. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa
islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam
bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya
sekalipun kepada non-muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu
boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian pula
landasan hukumnya.*’

Menurut pakar figh, peristiwa Rasulullah SAW. Me-rahn-kan baju
besinya itu adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri
oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn
Hanbal, al-Buhari, al-nasa’i, dan ibn Majah dari Anas ibn Malik. Dalam

riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

3303 of- _ 8504 ;’x/,o'& Lo Log A1\
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“pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan
hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (
pemiliknya ) dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab
pemiliknya. ( HR. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni ).*

% Hadist Riwayat Al-Bukhori, No, 2513.
%7 Sohari sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, ( Bogor: Ghalia indonesia, 2011 ), 159.
%8 Hadist Riwayat. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni
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ljtihat Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur
ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat
mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu
tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada
perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi
tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan
QS.Al-Bagarah:283.
3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional ( DSN )
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) menjadi satu rujukan yang berkenaan gadai syari’ah, diantaranya
dikemukakan sebagai berikut :
a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:
25/DSN-MUI/111/2002, tentang Rahn.37
Memutuskan:
Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang
sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
Kedua: Ketentuan umum
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya,

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Mutahin kecuali seizin Rahin,
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dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya,

. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,
sedangakn biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban Rahin.

. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

. Penjualan Marhun.

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin
untuk segera melunasi utangnya.

b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun
dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah

¢) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan

d) Kelebihan hasil 1penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapainya

kesepakatan melalui musyawarah.
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c. Rukun Rahn

Para ulama Figh berbeda pendapat dalam menetapkan Rukun ar-rahn.
Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat yaitu,: Sighat ( lafal ijab dan
gabul ), orang yang berakad ( ar-rahn dan al-murtahin ), harta yang dijadikan
agunan ( al-marhun ), dan utang ( al-marhun bih ). Ulama hanafiyah
berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab ( pernyataan menyerahkan
barang sebagai agunan oleh pemilik barang ) dan gabul ( pernyataan
kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu ).*

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa
rukun antara lain:

1. Akad ijab dan gabul (shigat)

2. Akid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai
(murtahin)

3. Barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), syarat pada benda
yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak
sebelum janji hutang harus dibayar.

4. Hutang (al-marhun bih), disyariatkan keadaan hutang telah tetap*

d. Syarat-Syarat Rahn
Sebagaimana yang telah lewat jual beli, disini disyaratkan pula ada
persambungan antara ijab dan qgabul, serta kecocokan maknanya. Didalam

Bab gadai juga terjadi perselisihan ulama tentang Mu’athah*" Para ulama figh

39 H
Ibid., 254
*0 Hendi suhendi, Figh Muamalah ( jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 ), 107.
*Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in, (Surabaya: Alhidayah, t.t),
Jilid 11, 258.
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mengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu

sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat rahn meliputi:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak
hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup
berakal saja. Karenanya anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan
antara yang baik-baik dan yang buruk) boleh melakukan akad rahn,
dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi
Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu
membelanjakan harta dan dalam hal ini mampu memahami persoalan yang
berkaitan dengan rahn.

2. Syarat Sighat

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitan
dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, karena akad rahn itu
sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu,
maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Contohnya, rahin
mensyaratkan apa bila tenggang waktu marhunbih telah habis dan
marhunbih  belum terbayar, maka rahn diperpanjang 1 bulan,
mensyaratkan marhun itu boleh murtahin memanfaatkan.

Ulama Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan apa bila syarat
itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu
dibolehkan, namun syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka
syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang

tidak sesuai dengan tabiat rahn, karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat
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yang dibolehkan itu, misalnya untuk sahnya rahn itu, pihak murtahin minta
agar akad itu disaksikan dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal,
misalnya disyaratkan bahwa marhun itu tidak boleh dijual ketika rahn itu
jatuh tempo, dan rahin tidak mampu membayarnya. **
3. Syarat marhunbih, antara lain sebagai berikut :
a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
b. Marhunbih itu boleh dilunasi dengan marhun itu.
c. Marhunbih itu jelas/ tetap dan tertentu.
4. Syarat marhun, menurut pakar figih antara lain sebagai berikut :
a. Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhunbih.
b. Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
c. Marhun itu jelas dan tertentu.
d. Marhun milik sah rahin.
e. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain.
f.  Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam
beberapa tempat, dan
g. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
5. Pengambilan Manafaat Barang Gadai
Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin
utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya
demikian, maka orang yang memegang gadai (Murtahin) dapat

memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun di izinkan oleh orang

** Nasrun Harun, Figih Muamalah, Cetakan Pertama (Jakarta: Media Pratama, 2000), 225



32

yang menggadaikan (rahin). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan
memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya giradh yang mengalirkan
manfaatnya, dan setiap bentuk giradh yang mengalirkan manfaat adalah
riba.*

Rasulullah SAW Bersabda:
W3t 3iis 55 o5 5

’

“ Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba,’
(Riwayat Harits bin Abi Usmah)**

Para ulama figh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang
dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa
menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-
nyiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW. ( HR At-Tirmizi ). Akan tetapi,
bolehkah pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu:
sekalipun mendapatkan izin dari pemilik barang jaminan? Dalam persoalan
ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.®

Jumhur ulama figh selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa
pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu,
karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang
jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia

berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya,

*3Sohari sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, ( Bogor: Ghalia indonesia, 2011 ), 160.
* Hadist Riwayat Harits bin Abi Usmah, No. 56.
** Nasrun Haroen, Figh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 265.
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barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi
piutangnya.*®

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang
jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama
Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin maka tidak ada
halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu.
Akan tetapi sebagian ulama hanafiyah lainnya, Ulama Malikiyah, dan Ulama
Syafi’iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya,
pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.
Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu
merupakan riba yang dilarang syara’ sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik
barang. Bahkan, menurut mereka, rida dan izin dalam hal ini lebih cendrung
dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang
akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah Riba, izin dan rida tidak
berlaku.*’

Tetapi ulama yang berhati-hati berpendapat bahwa haram hukumnya
jika mengambil manfaat dari gadai misalnya, sebidang tanah yang
digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu akad,
baik karena menjadi kebiasaan atau sebelum akad memakai syarat atau
perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu akad, sebagaimana yang

dikemukan oleh :

“5 Ibid., 256.
7 Ibid., 257.
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a. Jalaludin as-Suyuthi dalam kitab Asybab wan Nazhair
B Ak & s G 0 48 B ) G s 3 0 2
55 JED 065y paad Je
“seandainya sudah umumdi masyarakat kebolehan memanfaatkan barang
gadai bagi pemberi pinjaman atau penerima gadai, apakah kebiasaan itu
dianggap sama dengan menjadikanya sebagai syarat, sehingga akad gadai

nya rusak? Jumhur ulama berpendapat, “tidak diposisikan sebagai syarat.
Sedangkan al-Qaffal berpendapat, Ya (diposisikan sebagai syarat).*®

b. Sedangkan Zainuddin al-Malibari menyatakan dalam Fathul Mu’in dan

I’anathul Thalibin.
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“diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memperole keuntungan
(sesuatu kelebihan) dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih dalam
Jukuran dan sifatnya, dan lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan
tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunnahkan
bagi peminnjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan
yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Adapun
peminjaman dengan syarat adanya keuntungan bagi pihak pemberi
pinjaman, maka hukumnya fasid, sesuai dengan hadist semua pinjaman
yang manarik suatu manfaat (keuntungan bagi pemberi pinjaman) maka
termasuk riba. Dengan ini diketahui bahwa rusaknya akad tersebut jika
memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan keduanya, si peminjam dan

8 Al-Imam Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Al Asybab Wan Nadhair, (Riyadh:
Toho Putra, 1997), 86.
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pemberi pinjaman, secara kebetulan (melakukan praktik tersebut) dan
tanpa disyaratkan dalam akad, maka akad itu tidak rusak, yakni boleh.*

e. Hukum Gadai Tanah

Jumhur ulama melarang praktik pemegang gadai memanfaatkan
barang gadaiannya. Terlebih jika dilakukan dengan cara mengeksploitasi
sehingga akan merugikan pemilik barang, karena itulah gadai berupa tanah
yang berlaku dalam hukum adat, seperti tradisi pemegang gadai tidak
dibenarkan. Dalam tradisi tersebut, pemegang gadai memiliki hak penuh
untuk memanfaatkan tanah gadaian.

Menurut Ahmad Hassan, barang gadai apapun bentuknya bukanlah
untuk digunakan oleh pemegang gadai. Barang tersebut hanya sebagai
jaminan bagi suatu utang, kecuali ada syarat-syarat yang menjelaskan
kebolehan memanfaatkannya, tentunya hal tersebut sesuai dengan yang telah
disepakati secara terbuka oleh pihak peminjam dan pemegang jaminan.
Misalnya, dibuat perjanjian diantara pegadai dan pemegang gadai bahwa
barang yang dijadikan jaminan utang boleh dimanfaatkan oleh si pemberi
utang.

Mahmud Syaltut, seorang figih dari Mesir, menawarkan jalan keluar
masalah ini. Beliau berpendapat bahwa apa bila kita menghadapi dua pilihan,
yaitu utang dengan tanggungan berupa tanah yang sepenuhnya akan diambil
oleh pemegang gadai dan utang dengan ketentuan bunga yang relatif lebih

ringan, maka kita boleh memilih utang dengan bunga yang relatif lebih

%9 Syekh Zainuddin bin Abdul Azizi al Malibari, Fathul Mu’in Jilid 3, (Beiru: Dar Ibnu Hazm,
2004), 53.
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ringan. Langkah tersebut disepakati masyarakat luas sebagaimana tercantum
dalam unndang-undang.*®
f. Hal Yang Berkaitan Dengan Hukum Rahn

Hukum rahn secara umum terbagi dua, yaitu shalih dan ghair sahih
(fasid). Rahn shahih adalah rahn yang memenuhi persyaratan sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas, sedangkan rahn fasid adalah rahan yang tidak
memenuhi persyaratan tersebut. Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa rahn
ghair terbagi menjadi 2 yang antara lain :

1. Batal, jika tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti halnya akid
tidak ahli.

2. Fasid, tidak terpenuhi persyaratan pada sifat akad, seperti rahn berkaiatan
dengan barang lain.

Akad gadai mengikat bagi rahin, bukan bgi murtahin. Oleh karena itu
rahin tidak berhak membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan
atas utang. Sebaliknya, murtahin berhak untuk membatalkan akad gadai
kapan saja ia kendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya. Menurut
jumhur ulama’ akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apa
bila barang telah diserahkan. Sebelum barang diterima oleh murtahin maka
rahin berhak meneruskan akad dan membatalkannya.

Menurut imam maliki akad gadai mengikat apabila telah terjadi ijab
dan gabul, dan rahin dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian kepada

murtahin. Alasannya, seperti telah dikemukan dimuka adalah mengigyaskan

*% Khabib Bashori, Muamalat, (Jakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), 34.
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akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dengan telah di
nyatakannya ijab gabul.™

Adapun pembiayaan atas rahn ulama’ fiqih sepakat bahwa rahin
berkewajiban membiayai atau mengurus rahn. Namun demikian, di anatara
mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan.

1. Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara rahin dan
murtahin, yakni rahin yang memberikan pembiayaan dan murtahin yang
berhubungan dengan penjaganya. Di antara kewajiban rahin adalah
memberikan keperluan hidup rahn jika rahn berupa hewan, juga upah
pengembala dan upah menjaga bagi murtahin. Hanya saja murtahin tidak
boleh memanfaatkan rahn jika tidak ada izin dari rahin.

2. Ulama Hanabilah, Syafi’iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa rahin
bertanggung jawab atas pembiayaan rahn, baik yang berhubungan dengan
pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

Adapun hukuman bagi rahin, jika tidak mau membiyai rahn, antara
lain :

a. Menurut ulama’ malikiyah, jika rahin tidak mau membiyai rahn, murtahin
harus membiayainya, kemudian dijadikan utang bagi rahin, baik atas izin
rahin maupun tidak.

b. Menurut Ulama’ Syafi’iyah, bahwa rahin harus dipaksa untuk membiyai
rahn jika rahin ada. Akan tetapi jika rahin tidak ada diperlukan bantuan

hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika rahin memiliki harta atau

> Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2003), 304-305
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menjual sebagian rahn atau hakim menyuruh murtahin untuk membiyainya
kemudian dijadikan utang lagi. Murtahin harus bersumpah bahwa
pembiayaan atas rahn dimaksudkan agar kelak diganti rahin.>?

C. Menurut ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa jika pembiayaan tanpa izin
rahin, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, rahin tidak
diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi jika murtahin tidak
dimungkinkan untuk meminta izin pada rahin, murtahin harus
mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh

hakim.

> Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 171-172.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut sebagai
paradifma penelitian. Paradigma atau penelitian merupakan kerangka berpikir
yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap
fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang
di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu
tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.>®

Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan serta tujuan
penelitian, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan
pendekatan penelitian yang berdasarkan fenomenologi dan paradigma
konstruksi visme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Moleong menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif
yaitu : menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen
utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi
dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun
teori dari bawah ke atas (misalnya grounded theory), menganalisis data secara
deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah

penelitian berdasarkan fokus, menggunakan Kkriteria tersendiri (seperti

5% Yanuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya llmiah
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 59.
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triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk
memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan
dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan
disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.>*

Grounded Theori merupakan salah satu jenis atau strategi penelitian
kualitatif yang didasarkan pada paradigma yang saling bertentangan yaitu,
positivisme, interpretif dan paradigmatisme, maksudnya adalah suatu upaya
keras untuk melakukan revolusi paradigma sehingga dianggap sebagai sebuah
penyimpangan atau bid’ah dalam konteks paradigma.®
B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dalam melakukan
penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang ditetapkan dalam
latar belakang. atau bisa disebut sebagai dengan Obyek Penelitian, Obyek
Penelitian adalah barang yang hendak diteliliti oleh peneliti. Obyek dalam
ensiklopedia disebut sebagai sesuatu yang dengan cara tertentu dapat dikenali
oleh subjek pemikir, baik sebagai suatu hal di luar subyek maupun sebagai
suatu konsep atau pengertian yang dibentuk oleh subyek di dalam
pemikirannya. Jadi obyek penelitian itu ada yang berupa benda yang dapat
diukur, diraba, dan dilihat. Namun ada pula sesuatu yang tidak demikian
sifatnya. Untuk obyek penelitian yang tidak dapat diperiksa langung, caranya

dengan pemeriksaan secara tidak langsung, yaitu melalui perhitungan-

541
Ibid.,146.
> Nusa Putra, Penelitian Kualitatif IPS (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 152.
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perhitungan logis atau melalui apperance yang diduga dapat menunjukkan
realitas.

Lokasi penelitian ini berada pada Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan. Lokasi ini dipilih karena sistem gadai yang berada di
Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini beda dengan
sistem gadai pada desa-desa lain. dimana sistem gadai di Desa Bungbaruh
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan diakadkan pada pupuk, gula, dan
dalam penarikan gadai tersebut masih ada tanamannya. Oleh karena itu saya
tertarik untuk meneliti studi kasus ini.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan key informan dalam pengumpulan data.
Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling
tahu tentang apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua
data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling
mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti.
Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data
yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini,
sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder
Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan

informasi yang dibutuhkan peneliti.>’

%6 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),29.
> Asep Hermawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.
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a. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara,

observasi, dokumentasi. Informasi-informasi dari masyarakat Desa

Bungbaruh Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari

buku-buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu koleksi fakta-fakta atau sekumpulan nilai-nilai
numerik, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,
sehingga kali ini penulis mencari data kualitatif, yaitu data yang berhubungan
dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-
kata.®
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.
Penelitian kali ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif, terdiri dari
observasi partisipan, wawancara (in depth interview), dokumentasi dan
triangulasi.

1. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk
mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat

diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu teknik

8yanuar lkbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya
llmiah,155.
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pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung
terhadap gejala-gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang
sebenarnya.>®

2. Wawancara(in depth interview)

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk
mengumpulkan data dan iformasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.®® Wawancara adalah salah
satu bentuk instrumen jenis non-tes yang dilakukan untuk mendapatkan
informasi melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak
langsung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan
lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang
diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan
khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan
penelitian ini yang didapat dari informan.”*

E. Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang

Salman Alfarisi, ”Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru Di Madrasah Ibtidaivah Ma arif
Condro Kabupaten Jember” (Skripsi, IAIN, Jember: 2015), 18.
22 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualititatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), 68.

Ibid., 70.
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digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif
yaitu penelitian ini menggambarkan aatau menjelaskan fenomena-fenomena
yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia.®> Dalam penelitian ini
menggunakan teknik deksriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait
dengan praktek penarikan tanah gadai yang masih ditanami dan posisi
tepatnya berada di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
yang dikaitkan atau disesuaikan dengan Figih Muamalah.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti
memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan
dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data
triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip,
hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara,
yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan
perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua,
menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan
data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.®
G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa
tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data,

tahap interprestasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannnya :

62 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87
% M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.
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1. Tahap Sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:

g.

Menyusun rancangan penelitian
Memilih lapangan penelitian
Menentukan fokus penelitian
Konsultasi fokus penelitian
Menghubungi lokasi penelitian
Mengurus perizinan

Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:

a.

b.

Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.

Memasuki lokasi lapangan

Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus
penelitian.

Pencatatan data.

Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang

telah ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

a.

b.

C.

Penarikan Kesimpulan
Menyusun Data yang telah ditetapkan

Kritik dan saran

4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:

a.

b.

Penyusunan hasil penelitian.

Konsultasi hasil penelitian.



c. Perbaikan hasil konsultasi.
d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.

e. Munaqosah skripsi.
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BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Bungbaruh merupakan salah satu desa yang terletak di
perbukitan di Kecamatan kadur, Kabupaten Pamekasan dengan beragam
keindahan alam yang indan dan asri. Desa Bungbaruh mempunyai kekayaan
sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa, siwalan, jagung, padi, cabai
obat, pohon pisang dan kacang tanah yang mengakibatkan sebagian besar
penduduk masyarakat Desa Bungbaruh bermata pencaharian sebagai petani.
Selain itu mata pencaharian masyarakat Bungbaruh yaitu sebagai Tenaga
Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh
Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa Bungbaruh memiliki luas wilayah administratif 750,56 Ha®.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kertagena Dajah

Sebelah Timur : Desa Kertagena Tengah & Gagah
Sebelah Selatan : Desa Sokalelah

Sebelah Barat : Desa Kadur

Desa Bungbaruh adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran
rendah dengan suhu udara rata-rata 3° C dengan ketinggian tanah di atas 100
m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Bungbaruh
merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Bungbaruh dapat
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diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami
Klsifikasi penduduk Desa Bungbaruh, kami akan menggambarkan dalam

bentuk tabel dibawah ini .

No | Uraian Keterangan
1 | Laki-laki 2.702 Orang
2 | Perempuan 2.841 Orang
3 |[Jiwa 5.543 Orang

Sawah adalah tanah yang digarap dan di airin untuk tempat
menanam padi, jagung, tembakau, cabai dan lain-lain. untuk keperluan ini
sawah harus mampu menyangga genangan air karena tanaman memerlukan
penggenangan pada priode tertentu dalam pertumbuhannya. Sawah juga dapat
diartikan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh galengan,
saluran untuk menahan atau menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi,
jagung, tembakau, cabai dan lain-lain.

. Penyajian Data
Praktek Gadai Tanah Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian dilapangan metode penelitian yang digunakan
untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode
wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai

pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan



49

dengan Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Di Desa Bungbaruh,
Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita di anjurkan untuk saling tolong
menolong antara satu dengan yang lainnya. Bentuk dari tolong menolong ini
bisa dilakukan dengan cara memberikan pinjaman uang ataupun memberikan
solusi pada tetangga yang sedang mengalami masalah. Biasanya masyarakat
Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan meminjam uang
dengan cara menggadaikan tanah sawahnya pada tetangga ataupun sanak
familinya sebagai jaminan terhadap uang yang dipinjamnya.

Secara history transaksi gadai tanah sawah ini sudah ada sejak dahulu
dimana masyarakat setempat sering kali menggadaikan tanah sawahnya jika
sedang memerlukan pinjaman uang. Transaksi gadai tanah sawah merupakan
cara untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat. Pada umumnya,
mereka yang ingin menggadaikan tanah sawahnya lebih dulu mencari
keluarga atau kerabat yang mau menerima gadai. Keluarga dianggap sedikit
lebih memahami keadaan mereka, jika tidak mendapatkan keluarga barulah
kemudian mencari orang lain.

Diantara kebutuhan-kebutuhan yang dianggap mendesak oleh
masyarakat Desa Bungbaruh yang melatarbelakangi terjadinya praktek gadai
tanah tersebut antara lain:

a. Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak anaknya yang masih

menuntut ilmu perguruan tinggi diluar kota.
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b. Kebutuhan untuk biaya ongkos pergi keluar negeri seperti ke Arab
Saudi, Malaysia, Singapura, untuk mencari nafkah keluarga.

¢. Kebutuhan untuk membayar Hutang.

d. Kebutuhan untuk biaya membangun rumah/renovasi rumah.

e. Kebutuhan untuk biaya pernikahan anaknya.

Adapun pada saat transaksi itu dilaksakan kedua belah pihak antara
Rahin dan Murtahin tidak menghadirkan saksi karena keduanya sudah sama-
sama saling percaya satu sama lainnya. Dengan batas waktu pengembalian
Uang Pinjaman ( Utang ) tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan
tahun.

Adapun pendapat dari salah satu tokoh masayarakat di Desa
Bungbaruh, Keacamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yang dikemukakan

oleh Ustad Ahmad Riyadi, beliau mengatakan bahwa:

“Apabila kita melakukan suatu transaksi apapun dalam bentuk
muamalah kita harus terlebih dahulu menyempurnakan rukun dan
syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika saya
melihat rukun dan syarat gadai masyarakat di Desa Bungbaruh,
Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini sudah sah menurut
pandangan Islam karena sudah ada rahin, murtahin, marhun,
marhunbih dan juga shigat atau yang dikenal masyarakat awam
dengan sebutan semacam kesepakatan antara keduabelah pihak. jadi
dari segi rukun dan syarat gadai ini sudah sah menurut pandangan
hukum Islam.”®*

Hal ini juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat lainnya yakni ustad

abdul Ghafir, beliau mengatakan bahwa :

“manabi abdinah sareng ajunan terro magediyeh sesuatu koduh
memenuhi rokon sareng syarat-syarat gedin koduh terlaksana,

® Ustad Ahmad Riyadi, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 09 Oktober 2019.
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padenah sareng 1 pokok deri melaksanakan muamalah akadih gadai
saompanah, mon pon 1 rokon otabe syarat e delem gadai tak
terlaksana, gadai genikah tidak sah hukommah, menai abdinah
nguladih praktek gadai e Disah Bungbaruh, Kecamatan kadur,
Kabupaten Pamekasan nikah insaallah ampon sesuai rokon ben
syarattah.”®

““ Jika kita ingin melakukan gadai maka rukun dan syarat-syarat gadai
harus kita penuhi terlebih dahulu karena itu adalah ibarat pokok dari
praktek muamalah seperti contohnya gadai misalnya, apabila ada 1
saja rukun dan syarat yang tidak terpenuhi didalamnya maka gadai
tersebut tidak sah dilakukan, sedangkan jika saya melihat paraktik
gadai di Desa Bungbaruh, Keamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini
rukun dan syaratnya insaallah sudah sesuai dan sah menurut
pandangan Islam.

Menurut informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika dilihat
dari segi syarat dan rukunnya praktik gadai yang terjadi di Desa Bungbaruh,
Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini sudah sah menurut Islam karena
dianggap sudah memenuhi kreteria rukun dan syarat-syarat gadai seperti
adanya rahin, murtahin, marhun, marhunbih dan juga shigat. Beliau-beliau
juga berpendapat transaksi gadai itu pion pertama yang paling penting yakni
rukun dan syarat dari gadai itu sendiri harus dipenuhi, dan praktik yang sudah
menjadi adat/kebiasaan di Desa Bungbaruh tersebut sudah memenuhi rukun

dan syaratnya menurut tokoh masyarakat Desa Bungbaruh itu.

Masyarakat Desa Bungbaruh sudah lumrah melakukan gadai tanah
dengan para tetangga ataupun sanak familinya dengan alasan faktor
membutuhkan uang yang sangat mendesak, penarikan tanah gadai yang masih

ditanami.

% Ustad Abdul Ghafir, Wawancara, Desa Bungbarauh Pamekasan, 09 Oktober 2019.
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Adapun wawancara dengan bapak Abdul Gani yaitu sebagai berikut
selaku Rahin:

“sama seperti yang lain mas, saya menggadaikan tanah karena
membutuhkan uang untuk membayar hutang, maka dari itu saya
terpaksa mengambil jalan ini mas. Mengenai masalah waktunya itu
kita tidak ditentukan kapan mau menebusnya, jika kita sudah
mempunyai uang, maka saya akan segera menebus tanah saya yang
digadaikan itu. Untuk pemanfaatannya iya sama seperti pada
umumnya, tanah yang dijadikan jaminan itu akan dikelola sepenuhnya
oleh murtahin. Tadi kan saya sudah bilang mas jika ada uang yang
mau ditebuskan, maka saya akan menebus tanah yang dijadikan objek
jaminan.®

Hal sama juga diuangkapkan oleh bapak Gozali selaku Rahin:

“Manabi Ka’dintoh tak bideh jeu kalaben daerah loar madureh,
manabi ka dintoh makedih tana maka tana ka’dintoh ekebey jaminan
de’ ka se ngalak Gedin tana. deddih otomatis tana ka’dissah bekal
ekerep bik oreng se ngalak Gedin. Guleh makedih tana ka dissah keng
polanah putoh obeng ka angkuy tambe biaya meccek roma. Ben pole
guleh andik kaputoan laen se deddih beban ka guleh saengkenah
guleh makedih tana. Enggi mun pon guleh andik pesse bileeh peih
etebuseh bik guleh

“kalau disini sistemnya yaitu tidak jauh berbeda dengan daerah diluar
madura, yaitu jika menggadaikan tanahnya maka tanah yang dijadikan
bahan jaminannya itu diserahkan kepada murtahin. Maka otomatis
tanah tersebut akan dikelola oleh murtahin. Alasan saya
menggadaikan tanah saya itu dikarenakan menambahi biaya rumah
saya yang masih direhap mas, tidak hanya biaya itu saja akan tetapi
ada keperluan yang lainnya yang menjadi faktor sehingga saya
menggadaikan tanah saya sebagai barang jaminan tersebut. Mengenai
batas waktunya tidak ditentukan kapan mau menebus tanah tersebut,
nanti sesuai dengan kemampuan saya jika mau menebusnnya.®’

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang

telah di paparkan di atas, transaksi gadai yang dilakukan oleh Masyarakat di

% Gani, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 15 September 2019.
%7 Gozali, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 15 September 2019.
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Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini sebagai

berikut:

1. Dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Bungbaruh yaitu peminjaman uang oleh pihak penggadai (rahin) disertai
dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima
gadai (murtahin).

2. Dan pihak menerima gadai (murtahin) berhak memanfaatkan sawah
jaminan, dengan pembiayaan tanaman jaminan gadai yang dipegang
sepenuh oleh murtahin, dan apa bila rahin mempunyai uang untuk
menebus jamianan tersebut dengan jaminan itu terdapat tanamannya, maka
rahin hanya mengembalikan modal tanaman tersebut dan hasil/keuntungan
dari tanaman itu menjadi hak sepenuhnya rahin, ada pula rahin yang hanya
menebus jaminan tersebut, tanpa mengembalikan modal tanaman
murtahin.

3. Mereka melaksanakan akad gadai tersebut dalam rangka untuk saling
tolong menolong anatara tetangga satu dengan tetangga lainnya.

Diberlakukan sistem gadai dan pemanfaatannya sebagai jaminan
utang Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupeten Pamekasan.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Amiruddin Selaku
Murtahin yaitu:

“ Engkok se aberri’ otang ka oreng seaotangngah ruah akadtah lah e
tentuagih ning awal, seompanah oreng se magediyeh tana setuju
magedih tana nah 8 juta, engkok aberrik pesse 8 juta pas se magediyeh
tak nentuagih bektonah bileh se etembussah pokok en mon lah andhik

pesse yeh etembus cong apa 1 taon agik apa, apa 2 taon kadeng
alopolo taon cong. Mon masalah kendala yeh tadhek masalah apa
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cong, mon lah oreng semagedih nebbusah tananah yeh mentamenan se
bedeh e sabe ruah e kalak kiyah cong bik semagedih.

“saya selaku pemberi pinjaman uang kepada si penggadai sistem yang
saya lakukan ialah akad yang sudah di tentukan di awal, semisal
penggadai sepakat menggadaikan tanahnya seharga 8 juta maka saya
akan memberikan uang senilai 8 juta dan Rahin tidak menentukan
batas waktunya apabila ia mempunyai uang maka ia akan menebusnya
entah itu 1 tahun atau 2 tahun ataupun lebih hingga puluhan tahun.
Mengenai kendalanya ialah tidak ada kendala dek. Apabila Rahin Mau
menarik kembali tanahnya maka tanaman yang ada ditanah/sawah
tersebut menjadi milik rahin. %

Adapun wawancara yang diungkapkan oleh Abd Aziz Selaku
Murtahin yaitu:

“Kalau disini sistemnya iya tidak jauh beda dengan yang lainnya mas
saya selaku pemberi pinjaman kepada orang yang mau menggadaikan
tanah ea saya mengikuti sistem yang sudah di sepakati di awal. Si
penggadai sepakat menggadaikan tanahnya 10 juta maka saya
mengasih uang dengan jumlah 10 juta dan tidak ditentukan batas
waktunya. Setelah itu maka tanah gadai itu di garab oleh saya dan hasil
sepenuhnya itu di ambil oleh saya, dapat beberapa Bulan kemudian
saya menggarap tanah gadai itu dan saya tanami jagung akan tetapi
sebelum jagung itu belum saatnya panen masih muda penggadai
datang ke saya mau menebus tanah itu, iya apa boleh buat mas kalau
sudah mau di tebus sama orangnya sedangangkan sag/a Cuma hanya
pemberi pinjaman bukan pemilik tanah sepenuhnya.®

Dari penjelasan informan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa
salah satu faktor murtahin menarima gadai tersebut karena ingin menolong
tetangganya yang sedang membutuhkan pertolongan. Walaupun ada sebagian
murtahin yang masih mengambil manafaat dari jaminan gadai tersebut.
Menurut para informan di atas mereka memberikan pinjaman yang sesuai
dengan permintaan rahin, dengan jaminan tanah/sawah dimana pihak

murtahin yang akan mengelolanya, dan apabila pihak rahin sudah mempunyai

68 Amiruddin, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 22 September 2019.
% Abd Aziz, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 25 September 2019.
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uang untuk menebusnya, maka pihak murtahin akan memberikan kembali
tanah/sawahnya.

2. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami di Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Praktek Gadai Tanah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sejak dahulu. Praktek
Gadai Tanah ini merupakan penunjang perekonomian dalam rangka
memenuhi kebutuhan serta menjadi salah satu solusi dalam menghadapi
masalah keuangan bagi masyarakat Desa Bungbaruh.

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Bungbaruh ialah
perbuatan yang di lakukan oleh seseorang yang melakukan transaksi gadai
dengan menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman uang untuk
memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang
lainnya. Adapun masyarakat Desa Bungbaruh melakukan transaksi gadai
yaitu dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak atau mendadak
dan tidak ada pilahan lain selain menggadaikan tanah sawahnya.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku Murtahin
Menjelaskan sebagai berikut:

“Penarikan tanah gadai disini dek, ditentukan oleh rahin, jadi ketika

mereka mempunya uang untuk menarik tanahnya dari kita dek, akan

tetapi kalau tanah itu dalam proses produksi seperti ada tanaman
jagungnya atau padi, biasanya mereka harus mengganti uang yang kita

keluarkan untuk produksi mas, misalnya bianya menghabiskan Rp
10.000.000 mereka akan mengganti uang secara keseluruhan dek ™

Adapun Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak muhammad
yaitu:

70 Jamaluddin, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 30 September 2019
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“Penarikan disini itu yang menentukan adalah rahin mas, jadi
kapanpun mereka mau bisa ditarik tanahnya, akan tetapi kalau tanah
itu ada tanamannya biasanya uang produksi tanaman tersebut diganti
sesuai dengan total yang kita keluarkan mas”.”

Dari pemaparan murtahin diatas bahwasannya penarikan tanah gadai
yang masih ditanamai itu memang dilakukan oleh masyarakat bungbaruh dan
sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut karena memang tidak adanya
lembaga pegadaian yang resmi di desa bungbaruh.

Dari hasil wawancara dengan murtahin di atas peneliti mencari
kebenaran dengan menanyakan kepada pihak rahin yaitu sebagai berikut:

Hal tersebut juga dipertegas oleh ibu Weniati selaku rahin, beliau
mengatakan bahwa:

“Engkok terro ma mapannah ekonomi cong kalaben agenteh lakoh
deddhi marungi polanah selama bapak en alakoh tani bapak en gagal
panen maloloh kadeng padinah lah e kenning penyaket, pas sateah
engkok e koduh anafkae keluarga cong, karena bapak en tak sehat
mareh tabraan, engkok pas entar kon pak Samsul nginjem pesse
sebenyak 10.000.000 cong, yeh pas se deddhi jaminan kok se nginjem
yeh tang sabe pas e gerep bik pak Samsul, kok mon lah andhik pesse
tebbus pas cong.”7

“ Saya ingin memperbaiki ekonomi keluarga dengan beralih profesi
untuk berwirausaha karena suami saya selama jadi petani beliau sering
gagal panen apabila hasil panen padi tersebut terkena hama dan
penyakit lain-lainnya. Sedangkan saya dituntut untuk menafkahi
keluarga karena keadaan bapaknya lagi belum sehat total karena
mengalami kecelakaan, karena itu saya mendatangi Bapak Samsul
untuk meminjam uang senilai Rp 10.000.000. dan yang dijadikan
jaminan yakni sawah saya, yang kemudian akan di kelola oleh Bapak
Samsul tersebut. Dan akan saya ambil kembali kalau sudah
mempunyai uang untuk menebusnya.’

* Muhammad, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 30 September 2019.
"2 \Weniati, Wawancara, Desa BunuBaruh Pamekasan, 22 September 2019.
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak rahin menggadaikan
sawahnya kerena membutuhkan suatu biaya yang cepat, ada juga untuk
mendapatkan modal usaha, dan sistem yang berada di Desa Bungbaruh,
Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini yakni tanah milik rahin akan
dikelola oleh murtahin. Dimana apabila si rahin udah mempunyai uang untuk
menebus tanah tersebut maka akan diambil kembali dari murtahin, walaupun
tanah/sawah tersebut masih ada tanamanya. Dan jika sudah ditebus maka
tanaman tersebut menjadi milik rahin.

3. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Perspektif Figh
Muamalah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan.

Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,
seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti
jual beli , sewa, wakalah, dan gadai. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai
menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda

yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang dapat

"*Mardani, Figh Ekonomi Syariah. Figh Muamalah, ( Jakarta: kencana, 2016 ),72.
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diterima.”* Dimana akad rahn merupakan akad yang bercorak ta’awwun
(tolong menolong).

Adapun wawancara juga di ungkapkan oleh Bapak Busairi selaku
Murtahin yaitu:

“jadi saya selaku penerima gadai sistem yang saya lakukan disini yaitu
pada akad awal sudah ditentukan sebelumnya bahwasannya penggadai
sepakat menggadaikan tanahya sebagai jaminan dengan uang 5 juta.
Maka dari itu proses penarikannya iya sesuai dengan kemampuan
Rahin, entah itu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Mengenai kendalanya
yaitu tidak pernah ada kendala, Apabila nanti Rahin datang mau
menarik kembali tanahnya maka dengan suka rela saya akan
mengasihkan kepada pemilik tanahnya meskipun tanah tersebut masih
ada tanamannya.”"

Adapun wawancara juga di ungkapkan oleh bapak Arip selaku Rahin:

“Mun neng dinnak cong anuh, mun bedeh oreng makedieh tana roah
cong se andik tana entar ka oreng se andik pesse cong, engkok
polanah putoh pesse cong kaangkuy acara pangantanah tang anak
cong, deddih tang tana se epakedih roah cong ekerep bik se naremah
gedin cong, kok ngabele’eh tana roah cong etebuseh mun la engkok
andik pesse cong ken dimmah kellarah engkok neppus cong, yeh mun
olle sa taon engkok kellar neppus etepuseh bik kok cong. Mon
masalah perjanjiannah jiyah cong tak usa gebei sorat korlah bedeh
ret oretan kenni’ ruah cong, keng bedeh kiyah se gebei ret oretan
jiyah ka kepala disah cong”

”Kalau disini, jika ada orang yang menggadaikan tanah maka yang
mempunyai tanah itu mendatangi orang yang mempunyai uang,
alasannya karena saya membutuhkan uang untuk biaya pernikahan
anak saya, maka dari itu tanah saya yang digadaikan akan digarap oleh
penerima gadai, dan saya bilang tanah tersebut akan ditebus kalau
saya sudah mempunyai uang sampai saya mampu menebusnya. Kalau
saya mampu menebus tanah itu dalam jangka waktu 1 tahun iya saya
akan menebus dalam satu tahun itu. Kalau masalah perjanjiannya
tidak dilakukan secara tertulis secara resmi hanya dibuat secara
sendiri, tetapi ada juga yang membuat perjanjian tersebut kepada
kepala desa”’

"“Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT. Am-
maarif,1983),50.

"Busairi, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 22 September 2019.

’® Arip, Wawancara, Desa Bungbaruh Pamekasan, 15 September 2019.
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Dapat di simpulkan dari penjelasan Rahin dan Murtahin di atas
bahwasanya terkait penerepan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat
Bungbaruh belum sesuai dengan Figh Muamalah, yang mana dari segi
pemanfaatannya, sedangkan yang terjadi di Desa Bungbaruh Kecamatan
Kadur Kabupaten Pamekasan, pengelolaan dan pembiayaannya di tanggung
sepenuhnya oleh Murtahin, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syariat

Islam.

C. Analisis Data
a. Praktek Gadai Tanah Di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan.

Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Bungbaruh ialah
perbuatan yang di lakukan oleh seseorang yang melakukan transaksi gadai
dengan menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman uang
untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan sehari-hari ataupun
kebutuhan yang lainnya. Adapun masyarakat Desa Bungbaruh melakukan
transaksi gadai yaitu dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat
mendesak atau mendadak dan tidak ada pilahan lain selain menggadaikan
tanah sawahnya.

Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,
seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti
jual beli , sewa, wakalah, dan gadai. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu
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perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan perbuatan hukum tertentu.”’

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab ( pernyataan
penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul ( pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada
sesuatu.Yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai
menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya
benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian hutang

dapat diterima.”

Dimana akad rahn merupakan akad yang bercorak
ta’awwun (tolong menolong). Dasar hukum rahn yakni :

Dalam surah Al-Bagarah ayat 283, Allah SWT, Berfirman:

S5 gl U 1&ak ol 06 abpke fRAGERAS dihn Jo 5 by

250 A

asla

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak
secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di
pegang ( oleh yang berpiutang ). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya ).”

(QS. Al-Bagarah: 283)™
Dari hasil pemaparan penyajian di atas telah jelas bahwa Praktik
gadai yang terjadi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan yaitu atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat

Desa Bungbaruh. Dimana perjanjian gadai tersebut tidak dilakukan secara

" Mardani, Figh Ekonomi Syariah. Figh Muamalah, ( Jakarta: kencana, 2016 ),72.

® Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT. Am-
maarif,1983),50.

® Al-Qur’an, Surah Ke , Ayat 283.
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tertulis dan juga tidak menghadirkan seorang saksi, mereka hanya
mengandalkan kepercayaan antara pihak rahin dan pihak murtahin.

. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami di Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Salaman gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan
ketika Kkita ingin berhutang dalam kedaan yang sangat mendesak dan tidak
ada lagi orang yang bisa dihutangi, maka dengan cara gadai orang tersebut
bisa membayar hutang dengan menyerahkan barang berharganya untuk
dijadikan sebagai jaminan. Masyarakat di desa ini sampai sekarang masih
banyak yang menggunakan praktik penarikan gadai tanah yang masih
ditanami karena di dalam penarikannya tidak ada jangka waktu sehingga

masyarakat tidak perlu terburu buru untuk menebusnya .

Dalam masyarakat kita, cara gadai yang hasil barang gadaian itu,
langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi utang)
Khususnya di Deesa Bungbaruh, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan
langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya

dimanfaatkannya.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat. Ulama selain
Syafi’iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau
jaminan, sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak
memudaratkan al-murtahin , secara perinci uraiannya adalah sebagai

berikut:
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a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ar-rahn tidak boleh
memanfaatkan barang gadai tanpa seizin al-murtahin , begitu pula
al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin ar-rahin .
Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh al-
murtahin selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama
Hanabilah, serta manfaat pada barang gadai pada dasarnya
termasuk rahn atau gadai.

b. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ar-rahin dibolehkan untuk
memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai
itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada al-murtahin |,
seperti pengolahan sawah, dan kebun, ar-rahin harus meminta izin

kepada al-murtahin.

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda:

3303 of- _ 8504 ;/,«/,,~& Lo Loog A9
ade ales aliie A A ) axlo (s AN Gl

“pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan
hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (
pemiliknya ) dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab
pemiliknya. ( HR. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni ).*’

8 Hadist Riwayat. Imam asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni, No. 115.
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c. Praktek Penarikan Tanah Gadai Yang Masih Di Tanami Perspektif
Figh Muamalah di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan.

Figh Muamalah Secara etimologi didefinisikan sebagai hukum-
hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-
persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang,
kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan
sewa menyewa.>

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah:
menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai
tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu,
maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.®?

Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi
umat islam. Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama

figh.

Ulama malikiyah mendifinisikannya dengan:®

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang
bersifat memikat”.

81 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), vii

2Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT. Am-
maarif,1983),50.

8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 251.
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Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan ( agunan ) bukan
saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat
tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan ( agunan ) tidak harus
diserahkan secara aktual. Tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum,
seperti menjadikan sawah sebagai jaminan ( agunan ), maka yang
diserahkan itu adalah surat jaminannya ( sertifikat sawah ).

Ulama Hanafiyah mendifinisikannya dengan:
2 glans \@fggj,n REARAVRa J.» s @Mnjb giduisd U Jas

‘T\/Ienjadikan sesuatu ( Barang ) sebagai jaminan terhadap hak (

piutang ) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak ( piutang )
itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendifinisikan ar-rahn dengan:

)
< % - a oo - < Z4gon, - P
féb}).@.ﬂf\.@iﬂd}ﬁqi% M;j%;p:};:-

“Menjadikan materi ( Barang ) sebagai jaminan utang, yang dapat di
jadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa
membayar utangnya .
Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini
mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan

(agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi: tidak termasuk

manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah, sekalipun
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Sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (syafi’iyah dan hanabilah),
termasuk dalam pengertian harta.®*

Berdasarkan analisis penyajian data tentang Penarikan tanah gadai
yang masih ditanami Perspektif Figh Muamalah pada praktik yang berada
di Desa Bungbaruh, Keacamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini jika
pihak rahin sudah mempunyai uang untuk menebus, pihak rahin
mendatangi murtahin dengan mengembalikan uang pinjamannya dan
beberapa rahin yang masih mengembalikan modal tanaman sawahnya,
tetapi pada hasil/keuntungan dari tanaman tersebut menjadi milik rahin
sepenuhnya. Sehingga dengan hal tersebut pihak murtahin merasa
dirugikan oleh rahin.

Dengan demikian praktik penarikan tanah gadai yang masih
ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini
bertentangan dengan jumhur ulama’ yang telah dipaparkan di atas. Jadi
penerapan penarikan tanah gadai di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan ini masih belum sesuai dengan pandangan hukum
Islam ataupun Figih Muamalah yang menjelaskan tentang gadai, dimana
ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena tujuan utama adanya gadai
yaitu sebagai sarana tolong menolong (ta’awwun) yang mempunyai sisi-
sisi sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis/ atau merugikan orang

lain.

8 Ibid., 251-252.



66

D. Pembahasan Temuan
Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika
yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang
tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang
lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya sistem penarikan tanah
gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten

Pamekasan ini tidak sesuai dengan Figih Muamalah.

Berdasarkan dari hasil yang menggunakan wawancara dan observasi

Rahin dan Murtahin Terdapat temuan-temuan yang peneliti temukan dalam

penelitian tentang penarikan tanah gadai yang masih ditanami perspektif Figh

Muamalah (Studi Kasus di Desa Bungbaruh Kecamatan kadur Kabupaten

Pamekasan) di antaranya :

1. Adapun analisis praktik sistem penarikan tanah gadai yang masih
ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan
yakni dalam penelitian ini penulis menemukan suatu temuan yang terjadi
di lapangan yaitu terkait praktik sistem penarikan tanah gadai yang masih
ditanami yakni atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat
Desa Bungbaruh. Dimana pihak rahin mendatangi pihak murtahin untuk
meminjam uang dengan jaminan tanah tersebut. Pihak rahin langsung
mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminjam uang dan akan
menjaminkan tanah yang rahin punya kepada pihak murtahin, setelah

kesepakatan antara pihak rahin dan murtahin terjadi maka jaminan gadai
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tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak murtahin. Dalam al-Qur’an
Surah al-Bagarah ayat 282 :

Lo 3y g 4806 s el ) 3 B0 8 T 0 @l g

-

S S ale o ey B e s G O s oy Yy

(\P3Y

ég O SR [ REACT T Soge A8 NERGER SR ]

5 s 05 1 o 1808, G ity il Jidy 45 gl

z

Vs Y B SIE WAz s O JAgi pe Ge 2k 06T

B S5 ik mels G 05 O Y 08 YT 3T a3l 25l
40 1lads 0l5 Jigs Yy S5t Yy R8T 1) IoigBl WESEVT s (STl

(TATY 3 oot 2 2y i aKaligs 1,81y (K Gind

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menulisnya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah
akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika kamu lupa maka seseorang yang
mengingatnya. Janganlah saksi-saksi yang enggan memberi
keterangan apabila dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih
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memperkuatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak
menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali
muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara
kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu melakukan
yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allat Swt, Allah
Mengajarkanmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-
Bagarah : 282).%°
Namun pada praktiknya gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini tidak
melakukan transaksi perjanjian gadai secara tertulis dan juga tidak
menghadirkan seorang saksi, mereka hanya mengandalkan kepercayaan
antara pihak rahin dan pihak murtahin. Dimana hal tersebut bertentantang
dengan surah al-Bagarah ayat 282 yang telah di paparkan di atas.

2. Dari hasil analisa penelitian, rahin yang menjaminkan tanahnya kepada
pihak murtahin dikelola sepenuhnya oleh pihak murtahin. Ketika pihak
rahin ingin menebus jaminan gadai dengan melunasi utangnya kepada
pihak murtahin, dan ketika jaminan gadai masih terdapat tanamannya
pihak rahin hanya mengembalikan utangnya dan juga mengganti modal
yang telah dikeluarkan murtahin, Tanpa membagi keuntungan dari hasil
tanamannya. Dimana hal tersebut tidak di perbolehkan oleh jumhur
ulama’. Alasan lain yakni Rahin dan Murtahin di atas bahwasannya

penarikan tanah gadai yang masih ditanamai itu memang dilakukan oleh

masyarakat bungbaruh dan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut

8 Al-Qur’an, Surah Ke 2, Ayat 282.



69

karena memang tidak adanya lembaga pegadaian yang resmi di Desa
Bungbaruh tersebut.

Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari
masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya. Seperti halnya
pengetahuan seseorang juga sangat mempengaruhi setiap aktifitas dan
kehidupannya. Dengan minimnya pengetahuan seseorang maka bisa
menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar
peraturan yang telah diberlakukan. Seperti halnya yang telah terjadi pada
sistem penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh
tidak mengikuti aturan-aturan syariat yang berlaku, dimana dalam akad
rahn yang bercorak ta’awwun merupakan akad tolong menolong antara
masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Akad rahn bukanlah salah
satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan satu metode untuk
mengeksploitasi orang lain. Dari hasil analisa penelitian, praktik
penarikan tanah gadai yang masih ditanami di Desa Bungbaruh,
Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini bertentangan dengan
jumhur ulama’ yang telah dipaparkan di atas. Jadi penerapan penarikan
tanah gadai di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan ini masih belum sesuai dengan pandangan hukum Islam
ataupun Figih Muamalah yang menjelaskan tentang gadai, dimana ada
salah satu pihak yang dirugikan. Karena tujuan utama adanya gadai yaitu

sebagai sarana tolong menolong (ta’awwun) yang mempunyai sisi-Sisi
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sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis/ atau merugikan orang

lain.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik gadai
sawah pada masyarakat di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten

Pamekasan ditinjau dari perspektif Figih Muamalah maka ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur,
Kabupaten Pamekasan yaitu atas dasar tolong menolong antar sesama
masyarakat Desa Bungbaruh. Dimana perjanjian gadai tersebut tidak
dilakukan secara tertulis dan juga tidak menghadirkan seorang saksi,
mereka hanya mengandalkan kepercayaan antara pihak rahin dan pihak
murtahin. Dan mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya
dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan
tidak rusak. Setelah jaminan gadai dipegang oleh pihak murtahin maka
pembiayaannya terhadap tanah jaminan tersebut ditanggung oleh pihak
murtahin, sedangkan pada saat pihak rahin mempunyai uang untuk
menebus jaminan gadai tersebut maka pihak Murtahin mengembalikannya
meskipun tanah tersebut masih ada tanamannya, lalu pihak rahin
mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh murtahin untuk
pembiayaan tanaman tersebut, keuntungan dari tanaman tersebut
sepenuhnya milik si rahin, adapula seorang rahin yang hanya menebusnya

tanpa mengembalikan uang modal milik pihak murtahin.

71



72

2. Penarikan tanah gadai yang masih di tanami itu sudah menjadi kebiasaan
bagi masayarakat Desa bungbaruh dikarenakan tidak adanya lembaga
pegadaian yang resmi di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten
Pamekasan. Maka dari itu masyarakat Bungbaruh melakukan gadai tanah
apabila membutuhkan dana/uang.

3. Menurut Figih Muamalah terhadap praktik penarikan tanah gadai yang
masih ditanami di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan ini jika pihak rahin sudah mempunyai uang untuk menebus
tanah gadainya maka pihak rahin mendatangi murtahin dengan
mengembalikan uang pinjamannya dan beberapa rahin yang masih
mengembalikan modal tanaman sawahnya, tetapi pada hasil/keuntungan
dari tanaman tersebut menjadi milik rahin sepenuhnya. Sehingga dengan
hal tersebut pihak murtahin merasa dirugikan oleh rahin. Dengan
demikian praktik penarikan gadai yang masih ditanami di Desa
Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini bertentangan
dengan jumhur ulama’ yang telah dipaparkan di atas. Jadi penerapan
penarikan tanah gadai di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten
Pamekasan ini masih belum sesuai dengan pandangan hukum Islam
ataupun Figih Muamalah yang menjelaskan tentang gadai, dimana ada
salah satu pihak yang dirugikan. Karena tujuan utama adanya gadai yaitu
sebagai sarana tolong menolong (ta’awwun) yang mempunyai Sisi-Sisi

sosial yang tinggi, bukan sebagai sarana bisnis/ atau merugikan orang lain.
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B. Saran
Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan
saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dan para ulama’ setempat untuk
memberikan pengarahan atau informasi yang mengenai hukum Islam dan
Figih Muamalah terutama dalam bidang muamalah khususnya yang
berkaitan dengan gadai agar terhindar dari kesalahan yang dapat
menyebabkan rusaknya akad dan juga agar tidak merugikan baik itu pihak
rahin ataupun pihak murtahin.

2. Kepada rahin dan murtahin selain rasa kepercayaan yang digunakan oleh
kedua belah pihak sebaiknya perjanjian atas akad gadai tersebut dilakukan
dengan perjanjian tertulis dan juga untuk menguatkan dari perjanjian gadai
tersebut hendaknya para pihak mendatangkan seorang saksi ketika akad
gadai dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, dan bisa
menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai
macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyrakat desa
bungbaruh khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal
peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam
hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan

oleh Figih Muamalah.
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Alamat : Dusun Turbugan, Desa Bungbaruh, Kecamatan
Kadur

Agama :Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan SURVEI atau penelitian
tentang "Penarikan Tanah Gadai Yang Masih di Tanami Perspektif Figh
Muamalah (Studi Kasus di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten
Pamekasan)”. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 20, November, 2019
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JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

No. Tanggal | Kegiatan Paraf
Meyetorkan Izin Penelitian Kepada 0\“,\
1 10-September-2019 | Kepala Desa Bungbaruh
2 15-September-2019 | Wawancara Dengan Bapak Gozali ! %ﬁ’{
g
3 | 5-September-2019 | Wawancara Dengan Bapak Arip 95?&,{’
2
4 22-September-2019 | Wawancara Dengan Weniati u‘”@
b}
5 | 22-September-2019 | Wawancara Dengan Busairi G‘b"/
6 22-September-2019 | Wawancara Dengan Amiruddin %ﬁ())
/
7 25-September-2019 | Wawancara Dengan Abd Aziz Qﬁ”
8 25-September-2019 | Wawancara Dengan Busri %
9 | 30-September-2019 | Wawancara Dengan Jamaluddin M
10 | 30-September-2019 | Wawancara Dengan Muhammad / :
11 | 02-Oktober-2019 Wawancara Dengan Mad Jasin A .
12 | 02-Oktober-2019 Wawancara Dengan Munawaroh a@"‘
Wawancara Dengan Ustadz Ahmad
12 | 09-Oktober-2019 Riyadi
14 | 09-Oktober-2019 Wawancara Dengan Ustad Abdul Ghafir [

Pamekasan. 20

November




Foto Sawah yang masih ada tanaman jagungnya dan belum siap di panen
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Wawancara dengan bapa.k Amiruddin selaku M

" \—\ .

urtahin.

Wawancara dengan bapak Arip selaku Rahin.



Wawancara dengén Ibu Wenlatl selaku Rahin

Wawancara dengan ibu Muwaroh selaku Murtahin.



Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Murtahin.
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Wawancara déngan Bapak Gozali selaku Rahin.



PETA DESA BUNGBARUH

DESA KERTAGENA DAJAH 78 Rumah Kepala Do
N\ ., : Balai Desa
T :Pondok Pesantren
T :Sekolah
n : Bidan Desa
:f...x: : Maspd

| |— Batas Desa
wwnnwen  Batas Dusun
— Jilan Rava
reseeennens - Jalan Pelosok

DESA KERTAGENAN
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KRECAMATAN LARANGAN DESASOKALELAN




BIODATA PENULIS

%
Nama : Abd. Rasyid Z
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 01 Agustus 1995
Nim : 520152049
Fakultas : Syari’ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Muamalah
Alamat :Dusun Turbugan, RT/RW 00/00, Desa Bungbaruh,

Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

RiwayatPendidikan

1. Pendidikan Formal
Ml Al-Falah IV : 2001-2007
MTS Khairul Falah :2007-2010
MA Darul Ulum Banyuanyar  :2011-2014

2. Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Madinatul Ulum Sumber Gading : 2002-2010
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